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Abstrak
	Pembangunan wilayah dan perkembangan pariwisata di Kota Denpasar berdampak pada dinamika tata ruang, khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan fungsi lahan, serta tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur kota. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan (RDTR WP Selatan) sebagai instrumen penataan ruang diharapkan mampu mengarahkan pembangunan wilayah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Tri Hita Karana dalam implementasi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan (RDTR WP Selatan) di Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data bersumber dari kegiatan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi serta dianalisis secara tematik dengan mengacu pada tahapan analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tri Hita Karana dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan (RDTR WP Selatan) telah diakomodasi melalui pengaturan aspek Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Namun, dalam implementasinya belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek Parhyangan, serta masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan RDTR dan praktik pemanfaatan ruang di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi RDTR agar lebih selaras dengan prinsip Tri Hita Karana dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Kata kunci: Tri Hita Karana, Rencana Detail Tata Ruang, tata ruang, perubahan fungsi lahan, Denpasar Selatan.

Abstract
 Regional development and the rapid growth of tourism in Denpasar City have significantly influenced spatial dynamics, particularly in South Denpasar District. These conditions have generated various issues, including population growth, land-use change, and increasing pressure on the urban environment and infrastructure. As an instrument of spatial planning, the Detailed Spatial Plan of the Southern Planning Area (Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan or RDTR WP Selatan) is expected to guide regional development by integrating local wisdom values of Tri Hita Karana. This study aims to analyze the implementation of Tri Hita Karana within the RDTR of the Southern Planning Area in South Denpasar District. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies, and were analyzed thematically by referring to the data analysis stages proposed by Miles and Huberman. The results indicate that the principles of Tri Hita Karana have been accommodated in the RDTR through the regulation of the Parhyangan, Pawongan, and Palemahan aspects. However, their implementation has not been fully optimal, particularly in the Parhyangan aspect, and discrepancies remain between RDTR provisions and actual land-use practices in the field. These findings highlight the need to strengthen the implementation of the RDTR to ensure greater alignment with Tri Hita Karana principles in supporting sustainable regional development.
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PENDAHULUAN
Pembangunan wilayah dan perkembangan pariwisata yang masif di Kota Denpasar menimbulkan berbagai dampak terhadap tata ruang wilayah, khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan. Fungsi strategis Kecamatan Denpasar Selatan sebagai penunjang dan penggerak perekonomian Kota Denpasar membawa dampak bagi keberlangsungan tata ruang. Dampak tersebut meliputi masalah kependudukan, lingkungan hidup, infrastruktur, dan peraturan yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan (Salain, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pembangunan memerlukan perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang terarah dan berkelanjutan.
Sebagai instrumen penataan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan (RDTR WP Selatan) berperan penting dalam mengarahkan penataan ruang melalui pengaturan zonasi wilayah. Pengaturan ini bertujuan untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan serta meminimalkan dampak pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, RDTR WP Selatan menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang agar pembangunan wilayah dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, RDTR diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.  
Akan tetapi, dalam penerapannya di lapangan, implementasi RDTR WP Selatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari adanya indikasi ketidaksesuaian antara ketentuan zona dalam RDTR dengan pemanfaatan ruang eksisting, seperti alih fungsi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun yang dipengaruhi oleh tekanan pembangunan dan perkembangan pariwisata di wilayah Denpasar Selatan. Kondisi ini berdampak pada penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana (THK) dalam penataan ruang. Padahal, Tri Hita Karana menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya dan menjadi landasan penting dalam kegiatan penataan ruang di Bali.
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Permasalahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, perubahan fungsi lahan akibat tekanan pembangunan yang berdampak pada terganggunya keseimbangan lingkungan dan sosial budaya, serta infrastruktur yang belum memadai untuk menghadapi tantangan pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan. Selain itu, implementasi RDTR WP Selatan belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, terutama dalam menjaga keseimbangan aspek Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara perencanaan tata ruang yang tertuang dalam RDTR WP Selatan dengan praktik pemanfaatan ruang di lapangan. 
Tri Hita Karana merupakan konsep kearifan lokal masyarakat Bali yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama manusia (Pawongan), dan manusia dengan lingkungan (Palemahan) untuk menciptakan kesejahteraan. Konsep Tri Hita Karana berkaitan dengan konsep Tri Mandala yang merupakan sistem penataan ruang di Bali. Unsur-unsur Tri Mandala terdiri atas: Utama Mandala (wilayah Parhyangan), Madya Mandala (wilayah Pawongan), dan Nista Mandala (wilayah Palemahan). Konsep Tri Hita Karana dan Tri Mandala menghadirkan konsep Asta Kosala Kosali dan Asta Bumi yang merupakan rujukan konsep permukiman dan pengaturan tata letak bangunan di Bali. 
Dalam kegiatan penataan ruang di Bali, Tri Hita Karana diakui sebagai kearifan lokal yang menjadi dasar dan filosofi pembangunan yang harmonis. Dalam regulasi perencanaan tata ruang Provinsi Bali, Tri Hita Karana diakomodasi secara normatif dalam peraturan tata ruang, termasuk dalam penetapan zona ruang yang memuat ketentuan kawasan spiritual, ruang komunitas, dan zona lindung untuk menjaga keseimbangan kebutuhan manusia, hubungan sosial, dan lingkungan di sekitarnya (Wiryawan dan Ernawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Tri Hita Karana tidak hanya menjadi falsafah kehidupan masyarakat Bali, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan publik, termasuk dalam RDTR WP Selatan sebagai instrumen penataan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kearifan lokal Tri Hita Karana dalam implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Selatan di Kecamatan Denpasar Selatan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prinsip Tri Hita Karana diintegrasikan dalam kebijakan penataan ruang dan praktik pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar, dengan lokasi penelitian utama di Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan dipilih sebagai fokus lokasi dikarenakan wilayahnya memiliki ikon dari penerapan Tri Hita Karana di Kota Denpasar. Selain itu, berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Denpasar tahun 2024, Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah yang mengalami penyusutan wilayah pertanian (Subak) paling parah dalam kurun waktu 2021-2023.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah yang menerapkan RDTR WP Selatan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan sebagai data primer dan data sekunder berupa studi dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi RDTR WP Selatan dan kearifan lokal Tri Hita Karana.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif tematik dengan pendekatan analisis tematik. Proses analisis data mengacu pada tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi RDTR WP Selatan. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menurut aspek Tri Hita Karana yang meliputi Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan untuk menilai kesesuaian perencanaan tata ruang dalam RDTR WP Selatan dan praktik pemanfaatan ruang di lapangan.
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A. Hasil Penelitian
Penerapan Tri Hita Karana dalam kegiatan penataan ruang di Bali erat kaitannya dengan keberadaan desa adat. Menurut Putra (2025) dalam kegiatan wawancara, desa adat memiliki peran penting dalam mewujudkan tata ruang berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana. Dalam konteks tata ruang di desa adat, Parhyangan terwujud melalui keberadaan Pura Kahyangan Tiga. Sementara aspek Pawongan terwujud dalam keberadaan ruang permukiman yang menaungi interaksi antar manusia, termasuk juga pada upaya pelestarian kesenian khas masing-masing wilayah. Aspek Palemahan terwujud melalui keberadaan karang druwen desa (tanah milik desa), batas wilayah adat, serta setra atau pemakaman. 
Dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah formal, RDTR WP Selatan sebagai instrumen penataan ruang di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan memuat substansi-substansi yang mencerminkan upaya pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata ruang berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana. Berdasarkan hasil pengumpulan data, implementasi RDTR WP Selatan berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana terbagi menjadi tiga aspek yakni Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan.

A.1.  Implementasi Parhyangan
	Pada dokumen RDTR WP Selatan, implementasi aspek Parhyangan tertuang dalam Ketentuan Khusus Pola Ruang Sempadan, larangan pembangunan atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan suci pantai, serta pengakuan terhadap keberadaan Catus Pata (perempatan) melalui rencana penataan kawasan Catus Pata. Pada kebijakan pertama, pemerintah Kota Denpasar menetapkan pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat untuk ritual keagamaan dan kebudayaan Hindu Bali.
	Pada kebijakan kedua, pemerintah Kota Denpasar melarang adanya pembangunan atau pengembangan kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian kawasan suci pantai. Setiap pantai yang berada dalam wilayah desa adat memiliki pura yang dinamakan Pura Segara, sebagai tempat memuja Dewa Baruna sebagai penguasa samudera serta merupakan tempat berlangsungnya prosesi Melasti (pembersihan) menuju hari raya Nyepi. Selain itu, kebijakan ini menegaskan perlindungan terhadap mata air, laut, loloan (muara sungai), campuhan (pertemuan dua atau lebih sungai), serta kawasan spiritual lainnya yang berada dalam kawasan pantai dari pembangunan atau pengembangan kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kesucian pantai.
	Sementara itu, kebijakan ketiga mengakomodir pengakuan keberadaan Catus Pata melalui penataan Catus Pata. Catus Pata atau perempatan memiliki peran strategis sebagai tempat digelarnya ritual keagamaan seperti Tawur Kesanga, rangkaian prosesi Ngaben, maupun ritual keagaamaan lainnya. Catus Pata memiliki nilai sakral sebagai perwujudan perpotongan sumbu spiritual dan sumbu bumi (Priyanka dan Antariksa, 2019). Mengingat pentingnya makna Catus Pata, dalam RDTR WP Selatan, pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk merencanakan kawasan Catus Pata di seluruh blok WP Selatan.
	Selain tiga kebijakan yang tertuang dalam RDTR WP Selatan, penerapan Parhyangan juga dilaksanakan di ranah desa adat. berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, Parhyangan dalam konteks desa adat terwujud melalui keberadaan Pura Kahyangan Tiga maupun Kahyangan Desa di masing-masing desa adat di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.  Tiap desa adat memiliki aturan yang berbeda terkait keberadaan Pura Kahyangan Tiga maupun Kahyangan Desa. Misalnya di Desa Adat Sanur yang berada di wilayah Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, salah satu pura yang termasuk dalam Kahyangan Tiga tidak dikelola oleh desa adat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Bagus Bhumijaya (Penyarikan atau sekretaris Desa Adat Sanur), Pura Dalem Kedewatan dikelola oleh keluarga besar Griya Jero Gede Sanur. Selain pihak griya, Pura Dalem Kedewatan juga dikekola oleh sembilan dari sepuluh banjar adat. Kelompok pengelola yang terdiri dari Griya Jero Gede Sanur bersama sembilan banjar adat dinamakan Pemaksan Tilem Kajeng. Hal ini bersifat unik karena umumnya pura yang merupakan bagian pura Kahyangan Tiga dikelola oleh desa adat masing-masing.
Penerapan Parhyangan dalam konteks tata ruang juga diperkuat dengan Bhisama (keputusan) Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat tahun 1994. Dalam bhisama tersebut ditetapkan bahwa radius kesucian pura berbeda-beda sesuai dengan jenis pura yang berdiri (Putra, 2016). Dalam bhisama kesucian pura, radius kesucian pura Sad Kahyangan adalah apaneleng agung (minimal lima kilometer dari pura), pura Dang Kahyangan adalah seluas apeneleng alit (minimal dua kilometer dari pura), serta pura Kahyangan Tiga dan seterusnya adalah apenimpung atau apenyengker (sejauh dinding pembatas pura) (Putra, 2016). 

A.2. Implementasi Pawongan
	Implentasi aspek Pawongan tercermin melalui kolaborasi antar instansi pemerintah Kota Denpasar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan penataan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam proses perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berkolaborasi dengan instansi pemerintah Kota Denpasar lainnya serta unsur masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan berkolaborasi dalam penyusunan dokumen RDTR WP Selatan. Sementara itu, dalam proses pemanfaatan, Dinas PUPR Kota Denpasar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkolaborasi dalam memberikan layanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam kegiatan pengendalian, Dinas PUPR Kota Denpasar bersama Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengendalian dan penindakan terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya menciptakan interaksi yang merupakan salah satu implementasi Pawongan dalam kegiatan penataan ruang. 
	Selain itu, implementasi Pawongan dalam RDTR WP Selatan juga terwujud melalui rencana pola ruang zona budidaya dalam RDTR WP Selatan. Berdasarkan dokumen RDTR WP Selatan, peruntukan rencana pola ruang zona budidaya meliputi rencana pola ruang badan jalan, kawasan pertanian, kawasan perambanan dan energi, kawasan sarana pelayanan umum, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Adapun rencana pola ruang zona budidaya direncanakan seluas kurang lebih 3.965,62 hektare. 
	Aspek Pawongan dalam Tri Hita Karana menekankan harmonisasi hubungan antar manusia. Interaksi manusia menjadi kunci dari perwujudan Pawongan. Menurut informan Anindya (2025), implementasi Pawongan tidak hanya berupa pemetaan ruang, tetapi juga aktivitas manusia di dalamnya. Aktivitas manusia tak lepas dari kesenian dan kebudayaan sebagai ciri khas masing-masing wilayah. 
Setiap desa adat di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki tradisi, kesenian, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Misalnya, di Desa Adat Sesetan terdapat tradisi Omed-Omedan, kesenian Gandrung, kesenian Janger Pegok, Gamelan Bumbang, dan Genggong Kak Banjur. Di Desa Adat Sanur terdapat kesenian Tari Baris Gede yang hanya dipentaskan ketika piodalan (upacara) di Pura Dalem Kedewatan, serta kesenian Tari Baris China di Desa Adat Pemogan yang hanya ditampilkan sekali dalam setahun, yakni pada upacara di Pura Dalem Penataran Sari Pemogan. 

A.3 Implementasi Palemahan
	Implementasi aspek Palemahan dalam RDTR WP Selatan tergambarkan melalui rencana pola ruang zona lindung. Rencana pola ruang zona lindung dalam RDTR WP Selatan terdiri dari rencana peruntukan pola ruang zona badan air, zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, zona konservasi (zona Taman Hutan Raya), dan zona ekosistem mangrove. Total luas rencana pola ruang zona lindung dalam RDTR WP Selatan kurang lebih 932,15 hektare. 
	Dalam konteks desa adat, implementasi Palemahan dimuat pada awig-awig (peraturan) desa adat masing-masing. Secara umum, dalam awig-awig desa adat memuat ketentuan tata ruang dan batas-batas wilayah adat, kesucian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam di wewidangan desa adat masing-masing. Selain itu, keberadaan setra (pemakaman) dan karang suwung (tanah kosong) juga merupakan bentuk dari perlindungan desa adat terhadap keberlangsungan lingkungan di masing-masing desa adat. 

Tekanan pembangunan dan perkembangan pariwisata di Kecamatan Denpasar Selatan menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan yang mendorong perubahan fungsi lahan. Berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2024 (gambar 1), lahan terbangun mengalami peningkatan dan mendominasi seluruh wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Peningkatan lahan terbangun menunjukkan meningkatnya aktivitas manusia dan berkaitan erat dengan aspek Pawongan dalam Tri Hita Karana. Sementara itu, tutupan vegetasi dan kawasan mangrove masih ditemukan khususnya di wilayah pesisir dan berperan penting dalam menjaga kelangsungan lingkungan (aspek Palemahan) di Denpasar selatan. 
Akan tetapi, hasil analisis spasial menunjukkan adanya tekanan terhadap kawasan vegetasi akibat perkembangan lahan terbangun di sekitarnya. Tutupan lahan berupa ladang atau sawah dan lahan kosong cenderung menurun yang mengindikasikan adanya perubahan fungsi lahan menjadi lahan terbangun. Temuan ini berdampak pada aspek Pawongan dan Palemahan dalan Tri Hita Karana dan menunjukkan dinamika pemanfaatan ruang memiliki implikasi sosial yang cukup signifikan. 
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024. (Sumber: Dokumentasi penulis, 2025).
	Aspek Parhyangan merupakan harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, dalam aspek spasial terwujud melalui keberadaan ruang yang memiliki nilai religius dan budaya. Meskipun dalam peta penggunaan lahan tidak secara eksplisit mengklasifikasikan kawasan suci, pola pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa ruang spiritual berada di tengah kawasan terbangun. Hal ini mengindikasikan perlunya pengelolaan ruang yang memperhatikan keberlanjutan nilai-nilai religius dan budaya. 

B. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis penggunaan lahan eksisting tahun 2024, pemanfaatan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan menunjukkan kesesuaian dengan aturan pemanfaatan ruang dalam RDTR WP Selatan. Dominasi lahan terbangun sejalan dengan peruntukan kawasan sebagai zona budidaya perkotaan untuk mendukung aktivitas permukiman, perdagangan, dan jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa RDTR WP Selatan telah mengakomodasi perkembangan wilayah secara faktual di lapangan. 
Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan ruang yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam RDTR. Tekanan kawasan non-terbangun, seperti zona vegetasi dan mangrove di kawasan pesisir menandakan adanya potensi kerentanan terhadap fungsi lindung yang telah diatur dalam RDTR WP Selatan. Secara spasial, kawasan tersebut masih ada, tetapi terdesak oleh perkembangan lahan terbangun di sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara umum telah sesuai, implementasi RDTR di lapangan tetap memerlukan pengendalian yang konsisten.
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Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang RDTR WP Selatan. (Sumber: RDTR WP Selatan).
Perubahan fungsi lahan pertanian dan lahan kosong menjadi kawasan terbangun menunjukkan bahwa proses penyesuaian pemanfaatan ruang masih berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara kondisi eksisting dan RDTR bersifat dinamis, sehingga memerlukan pemantauan dan pengendalian berkelanjutan. Kesesuaian tutupan lahan eksisting dianalisis dengan mengacu pada Peta Rencana Pola Ruang dalam gambar 2. Dengan begitu, RDTR WP Selatan berperan penting sebagai instrumen pengarah dan pengendali pemanfaatan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan. 
Implementasi kearifan lokal Tri Hita Karana dalam implementasi RDTR WP Selatan dapat dianalisis melalui keterkaitan ketetapan pemanfaatan ruang dan keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan, antar manusia, dan nilai spiritual. Sebagai instrumen penataan ruang, RDTR WP Selatan tidak secara tersirat menyebutkan konsep Tri Hita Karana, tetapi prinsip-prinsip yang terdapat di dalamanya dapat diidentifikasi secara implisit melalui pengaturan pola ruang dan ketentuan pemanfaatan ruang., oleh karena itu, analisis penerapan Tri Hita Karana dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana substansi RDTR WP Selatan mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam praktik penataan ruang. 
	Pada aspek Palemahan, penerapan Tri Hita Karana tercermin melalui pengaturan kawasan atau zona lindung, kawasan pesisir, dan keberadaan RTH. Meskipun telah menunjukkan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan, hasil analisis penggunaan lahan eksisting menunjukkan masih ditemukan tekanan terhadap kawasan non-terbangun di wilayah pesisir dan kawasan vegetasi. Hal ini menandakan Palemahan dalam implementasi RDTR WP Selatan telah terakomodasi dalam perencanaan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya di lapangan.
	Sementara pada aspek Pawongan, penerapan terwujud melalui penyediaan ruang untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan permukiman. Penyediaan ruang tersebut terakomodir dalam zona budidaya dalam RDTR WP Selatan. Dalam implementasi RDTR WP Selatan, aspek Pawongan dikategorikan cukup terakomodasi, sejalan dengan peran kawasan Denpasar Selatan sebagai wilayah perkotaan yang dinamis.
	Pada aspek Parhyangan, secara tersirat belum terakomodasi dalam RDTR WP Selatan. Meskipun terdapat pengaturan kawsan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan dan keberadaan tempat suci, aspek Parhyangan lebih banyak muncul secara implisit dan bersifat normatif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Parhyangan belum menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan teknis pemanfaatan ruang, melainkan masih tergantung pada praktik masyarakat lokal. Dengan demikian, penerapan aspek Parhyangan dalam implementasi RDTR WP Selatan dapat dikatakan masih terbatas. 
	Pemanfaatan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan ditandai oleh dominasi lahan terbangun dan meningkatnya tekanan terhadap kawasan non-terbangun. Hal ini selaras dengan temuan Pratiwi dan Citra (2019) dan Putri et al. (2022) yang menyebutkan bahwa terdapat dinamika perubahan penggunaan lahan di Kota Denpasar yang cenderung mengarah pada intensifikasi kawasan terbangun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah perkotaan berlangsung secara progresif dan memberikan dampak langsung terhadap daya dukung lingkungan.
	Beberapa penelitian terdahulu mengeaskan bahwa perubahan fungsi lahan dan berkurangnya ruang hijau berkontribusi pada meningkatnya kerentanan lingkungan perkotaan. Dewi et al. (2016) dan Lesmana et al. (2022) mengungkapkan bahwa konversi lahan pertanian dan subak di Bali berimplikasi pada keseimbangan ekologis. Pernyataan ini juga didukung oleh Suryani (2023) yang menyatakan bahwa Kota Denpasar mengalami kesulitan dalam memenuhi target RTH. 
	Keberadaan ekosistem mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai berperan untuk menjaga keseimbanagn ekologis dan mengurangi risiko bencana. Dalam penelitiannya, Ananda dan Partama (2024) dan As-syakur et al. (2025) menekankan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove sebagai bagian dari sistem penyangga lingkungan kota. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir di Denpasar Selatan mengalami tekanan akibat perkembangan kawasan terbangun. 
	Dalam kaitannya dengan kearifan lokal Tri Hita Karana, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek palemahan belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik penataan ruang. Hal ini sejalan dengan penelitian Sarjana (2023) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi Tri Hita Karana di Denpasar Selatan masih menghadapi berbagai kendala. Putra et al. (2021) dan Wiryawan dan Ernawati (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai budaya Bali termasuk Tri Hita Karana telah diakui dalam kerangka regulasi dan perencanaan tata ruang, meskipun dalam pelaksanaannya sering kali bersifat normatif dan belum terintegrasi secara operasional. 
Penerapan kearifan lokal dalam penataan ruang sangat bergantung pada tingkat pelibatan masyarakat lokal. Dalam penelitiannya, Lestari et al. (2024) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RDTR WP Selatan agar kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kondisi sosial budaya setempat. Akan tetapi, dalam konteks pengembangan KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, terdapat permasalahan terkait pelibatan masyarakat lokal dan akses terhadap ruang hidupnya, sebagaimana tercermin dalam laporan Tempo (2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Pawongan dan Palemahan dalam Tri Hita Karana masih menghadapi tantangan, terutama dalam menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan (Kirani et al. 2022).
	Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga menegaskan urgensi penguatan integrasi nilai-nilai Tri Hita Karana dalam implementasi kebijakan tata ruang. RDTR WP Selatan telah mengakomodasi prinsip-prinsip keseimbangan secara konseptual, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan aspek implementasi, khususnya dalam menjaga keseimbanagn lingkungan agar tujuan penataan ruang berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana dapat tercapai.	



PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik Tri Hita Karana dapat diuraikan berdasarkan tiga prinsip THK. 
Pertama, implementasi konsep Parhyangan dalam rencana detail tata ruang wilayah perencanaan selatan (RDTR WP Selatan) yang berlaku di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan tercermin melalui ditetapkannya Rencana Khusus Rencana Pola Ruang Sempadan yang termuat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang RDTR WP Selatan. Dimana pada rencana khusus tersebut terdapat larangan pembangunan atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci Pantai, serta kegiatan yang dianggap dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan. Parhyangan dalam RDTR WP Selatan juga memuat keberadaan Catus Pata dalam rencana prioritas di WP Selatan.
Kedua, implementasi Pawongan dalam RDTR terwujud dalam kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Selain itu, dalam RDTR WP Selatan juga mengakomodir pembagian rencana pola ruang untuk kawasan budidaya. Di Kecamatan Denpasar Selatan juga terdapat berbagai aktivitas kebudayaan yang didukung oleh pemerintah Kota Denpasar.
Ketiga, implementasi Palemahan diwujudkan melalui penetapan rencana pola ruang kawasan lindung dalam RDTR WP Selatan. Selain itu, Palemahan juga tercermin melalui wilayah desa adat dimana terdapat setra atau pemakaman dan batas-batas wilayah desa adat. 

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.
Pemerintah Kota Denpasar disarankan memperkuat implementasi nilai-nilai Tri Hita Karana, khususnya aspek Palemahan. Meskipun RDTR WP Selatan telah mengakomodasi prinsip keseimbangan lingkungan secara normatif, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten oleh pemerintah Kota Denpasar terutama pada kawasan pesisir, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan guna meningkatkan daya dukung lingkungan dan mengurangi risiko bencana lingkungan. Selain itu, pemerintah Kota Denpasar perlu melibatkan prajuru (petugas) desa adat dan masyarakat adat dalam proses implementasi Tri Hita Karana di setiap kegiatan penataan ruang di Kecamatan Denpasar Selatan. 
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